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DPRD Sumbar Ingatkan Pemprov

Optimal Menindaklanjuti LHP BPK

PADANG - SINGGALANG
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar)
mengingatkan pemerintah
provinsi t

V) untuk
opimal menindakianjuti
Laporan Hasil Per saan
(LHP) atas LKPD Sumbar.

Hal tersebut disampaikan
Ketua DPRD Sumbar, Supardi
saat rapat paripurna di DPRD
Sumbar, Senin (20/5). Agenda
rapat paripurna tersebut ad
alah penyerahan LHP BPK atas
LKPD Sumbar Tahun 2023

“Kami dari DPRD Provinsi
atera Barat akan sungguh-
th melaksanakan fungsi
awasan DPRD untuk me-
niastikan tindak lanjut LHP
BPK atas LKPD Provinsi Sumat-
era Barat Tahun 2023 ini, baik
terhadap LHP LKPD, LHP SPi
dan LHP PDTT. Tindak lanjut
mesti dilaksanakan
ran yakni, dalam
lama 60 hari

sesual atu

2024, pungkasnya

Untuk diketahui, rapat pari
purna dipimpin oleh ketua
DPRD Sumbar Supardi, didam-
pingi wakil ketua Irsyad
Suwirpen Suib, Indra Dt Rajc
Lelo dan Sekretaris Dewan Raf-
lis. Dari’ pihak Pemprov Sum-
bar dihadiri Wakil gubernur
Audy Joinaldy

LHP tersebut diserahkan
langsung oleh Auditor Utama
Keuangan Negara V BPK RI
Slamet Kurniawan kepada Ket-
ua DPRD Sumbar dan Wakil
Gubernur.

Supardi mengatakan, Pe
merintah Daerah Sumbar kem-
bali meraih opini WTP. Berarti

ini adalah WTP yang ke 12 kali
secara berturut-turut yang ber-
hasil diraih oleh Pemerintah
Daerah

Atas capaian opini WTP
tersebut, kami dari DPRD Pro-
vinsi Sumatera Barat menyam-
paikan ucapan terima Kkasih
kepada Perwakilan BPK
Provinsi Sumatera Barat dan
kepada Pemerintah Daerah
beserta jajarannya. Tentu kita
harapkan capaian opini WTP

ini, tidak hanya dalam tataran -

opini saja, tetapi juga diiringi
dengan semakin bgiknya pelak
sanaan progran. dan ]\('gi:\lan
pemerintahan daerah dan se-

makin berkualitas pelayanan
publik di Sumatera Barat." kata
Supardi

Meskipun BPK memberikan
opini WTP terhadap kinerja
LKPD Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023, tambah Supardi,
masih cukup banyak rekomen-
dasidan catatan yang terdapat
dalam LHP yang wajib ditindak
lanjuti oleh OPD dan entitas ter-
kait, paling lama 60 (enam pu-
luh) hari sejak LHP diterima.

Terhadap pelaksanaan tin-
dak lanjut rekomendasi terse-
but. DPRD memiliki peran yang
sangat penting dan strategis
untuk memastikan semua reko-

mendasi telah ditindak lanjuti
dalam waktu paling lama 60
(enam puluh) hari sejak LHP ini
diterima.

“Perlu kita pahami bersama,
bahwa pelaksanaan tindak lan-
jutatas rekomendasi LHP BPK,
tidak hanya untuk mementhi
kewajiban pada entitas, akan
tetapi juga bisa menjadi mo
mentum untuk menumbuhkan
kembali kepercayaan masva-
rakat terhadap penyelen
n pemerintahan daer
rnya
Sementara itu Auditor Uta-
ma Keuangan Negara V BPK,

Slamet Kurniawan menga
kan, bahwa berdasarkar
meriksaan yang telah dila
kan BPK atas LKPD Provii
Sumatera Barat Tahun 2023,
termasuk implementasi atas
rencana aks: vang telah dilak-
sanakan oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, maka
BPK memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).

"Dengan demikian Pemerin-
tah Provinsi Sumatera Barat
telah mendapatkan opini WTP
12 kali berturut-turut sejak
tahun 20 12. Hal tersebut
menunjukkan komitmen dan
upaya nyata DPRD dan 1 a-
jemen Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat untuk terus
mendorong perbaikan pengelo-
laan keuangan,” kata Slamet.

Slamet tambahkan, BPK in-
gin menegaskan pentingnya
penggunaan APBD secara efek-
tif dan efisien.

Setiap rupiah yang dia-
kan melalui APBD bukan
ya sebuah angka dalam lap-
oran keuangan, tetapi juga rep-
resentasi dari kepercayaan
publik serta harapan masya-
rakat akan peningkatan kuali-
tas hidup mereka,” ujarnya.()




